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Abstract. Enforcement of criminal law against criminal acts of corruption in Indonesia requires an approach that
is not only based on positive legal provisions but also reflects the values of Pancasila as the basis of the state.
Pancasila, with five principles covering aspects of Divinity, Humanity, Unity, Democracy and Social Justice,
provides the moral and ethical framework that underlies legal principles in Indonesia. This research aims to
explore how Pancasila values are applied in enforcing criminal law against corruption, as well as the challenges
and obstacles faced in the implementation process. By using an analytical approach to legal literature and current
case studies, this research finds that the application of Pancasila values can increase integrity, transparency and
justice in the legal system. Nonetheless, issues such as a widespread culture of corruption, deficiencies in the
legal system, and a lack of collaboration among agencies present major challenges. This study suggests
overhauling the legal system, enhancing education and training for law enforcement personnel, and promoting
community engagement to better implement Pancasila values in the enforcement of criminal laws against acts of
corruption.
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Abstrak. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang
tidak hanya berbasis pada ketentuan hukum positif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara. Pancasila, dengan lima sila yang mencakup aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan Sosial, memberikan kerangka moral dan etika yang mendasari prinsip-prinsip hukum di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penegakan
hukum pidana terhadap korupsi, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya.
Dengan menggunakan pendekatan analitis terhadap literatur hukum dan studi kasus terkini, penelitian ini
menemukan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan integritas, transparansi, dan keadilan
dalam sistem hukum. Namun, tantangan seperti budaya korupsi yang mengakar, kelemahan dalam sistem hukum,
dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan
reformasi sistem hukum, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, serta pemberdayaan
masyarakat untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak
pidana korupsi.

Kata kunci: Pancasila, hukum, pidana, korupsi.

1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran fundamental
dalam mengarahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan
filosofis dan normatif, Pancasila menggarisbawahi nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya
membimbing penegakan hukum, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi. Korupsi,

sebagai salah satu kejahatan yang paling merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik,
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memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya berbasis pada hukum positif tetapi juga pada
prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila.
Korupsi dan Dampaknya

Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, ia telah lama menjadi masalah serius yang
mengancam stabilitas dan integritas sistem pemerintahan dan perekonomian. Korupsi merusak
struktur sosial dengan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan, menghambat
pembangunan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan
sektor publik. Efek domino dari korupsi meluas ke berbagai sektor kehidupan, menyebabkan
kerugian ekonomi yang besar dan mengganggu kualitas pelayanan publik serta efektivitas
pemerintahan.
Pancasila sebagai Panduan Moral dan Etika

Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai dasar yang relevan
dalam penegakan hukum. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya
moralitas dan tanggung jawab individu di hadapan Tuhan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab, menggarisbawahi perlakuan adil dan manusiawi. Sila ketiga, Persatuan
Indonesia, mengedepankan kesatuan dan integritas bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mendorong
partisipasi masyarakat dan transparansi. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum Pidana

Nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum pidana yang
tidak hanya menuntut keadilan berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan
aspek moral dan etika. Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi,
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong penegakan hukum yang berbasis pada integritas
dan kejujuran. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut perlakuan yang adil dan
hak- hak manusia yang terjamin dalam proses hukum. Prinsip Persatuan Indonesia menekankan
pentingnya menjaga kesatuan dan integritas bangsa melalui penegakan hukum yang efektif dan
berdampak positif pada masyarakat. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses hukum dan transparansi.
Terakhir, prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar hasil

penegakan hukum digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
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Tantangan dalam Implementasi

Meskipun nilai-nilai Pancasila menyediakan pedoman yang kuat, implementasinya dalam
penegakan hukum pidana terhadap korupsi menghadapi berbagai tantangan. Kelemahan dalam
sistem hukum, seperti kurangnya integritas lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang
belum sepenuhnya transparan, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Budaya
korupsi yang telah lama ada juga menjadi hambatan besar dalam penerapan nilai-nilai
Pancasila. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga
penegak hukum turut memperburuk situasi.
Tujuan Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat
diterapkan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. Fokus utama
adalah untuk menganalisis penerapan nilai-nilai ideologis ini dalam praktik hukum,
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas penegakan hukum. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan nilai-
nilai Pancasila, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik untuk mengatasi korupsi

dan memperkuat sistem hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Untuk membahas Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum Pidana
terhadap Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Metode ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam penegakan hukum korupsi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode penelitian
yang digunakan:

Pendekatan Penelitian

1. Penelitian Kualitatif Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk
memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penegakan hukum pidana
terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam
mengenai proses, praktik, dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila serta

penilaian terhadap efektivitasnya dalam konteks hukum pidana.

2. Studi Kasus Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai

implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai lembaga penegak hukum, termasuk KPK,
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Kepolisian, dan Kejaksaan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk meneliti penerapan

nilai-nilai tersebut dalam situasi nyata dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalannya

Teknik Pengumpulan Data
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Analisis Dokumen Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai sumber informasi yang

relevan, termasuk:

Peraturan Perundang-undangan: Dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan
penegakan hukum pidana dan anti-korupsi, seperti Undang-Undang KPK, Undang-
Undang Peradilan Pidana, dan peraturan lainnya.

Laporan Tahunan dan Studi Kasus: Laporan tahunan lembaga-lembaga penegak
hukum, seperti laporan KPK dan studi kasus mengenai kasus korupsi besar yang diadili
di pengadilan.

Literatur Akademik: Buku, artikel, dan jurnal yang membahas implementasi nilai-nilai

Pancasila dalam konteks hukum dan penegakan hukum pidana.

1. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber

kunci, termasuk:

Pejabat Lembaga Penegak Hukum: Anggota KPK, aparat Kepolisian, dan jaksa yang
terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Akademisi dan Praktisi Hukum: Ahli hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki
pengalaman dalam penelitian dan praktik penegakan hukum serta anti-korupsi.
Aktivis Anti-Korupsi: Aktivis dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada

pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Observasi Observasi dilakukan di pengadilan, kantor KPK, dan lembaga penegak hukum

lainnya untuk memahami proses penegakan hukum secara langsung. Observasi ini

mencakup:

Proses Sidang: Melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses
persidangan kasus korupsi.
Kegiatan Lembaga: Mengamati kegiatan internal lembaga penegak hukum dan

program-program anti-korupsi yang mereka laksanakan.
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Teknik Analisis Data

1. Analisis Konten Analisis konten digunakan untuk mengevaluasi dan
menginterpretasikan data dari dokumen, laporan, dan wawancara. Teknik ini membantu
mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang relevan dengan penerapan nilai-

nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana.

2. Analisis Tematik Analisis tematik digunakan untuk mengorganisasi dan
mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema utama terkait implementasi nilai-nilai
Pancasila. Proses ini melibatkan pengidentifikasian dan pengorganisasian data ke dalam

kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan analisis.
Validitas dan Reliabilitas

1. Triangulasi Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber,
termasuk dokumen, wawancara, dan observasi, untuk memastikan validitas dan

konsistensi hasil penelitian.

2. Verifikasi Data Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diverifikasi
dengan sumber-sumber lain untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi. Validasi
data juga melibatkan konfirmasi dengan narasumber untuk memastikan interpretasi yang

tepat.
Kesimpulan

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan
mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana terhadap
tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan kualitatif, studi kasus, dan analisis dokumen, serta
melibatkan wawancara dan observasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik
terbaik, tantangan, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam

konteks Pancasila.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.

Indonesia, sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, memiliki

kewajiban untuk menegakkan hukum pidana korupsi dengan prinsip-prinsip yang selaras

dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, dengan lima silanya, menyediakan panduan etis dan

normatif yang penting untuk melawan korupsi dan memperkuat sistem hukum pidana di

Indonesia.

Nilai-Nilai Pancasila dan Penegakan Hukum Pidana
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1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh
aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi,
sila ini menggarisbawahi perlunya menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam
penegakan hukum. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-
nilai ketuhanan, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran
terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penegakan hukum
harus mencerminkan integritas dan kejujuran yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.
Proses peradilan harus bersih dari praktik korupsi dan tidak boleh ada penyimpangan
dari prinsip keadilan.
2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan adil dan manusiawi terhadap setiap
individu. Dalam penegakan hukum pidana, ini berarti bahwa setiap pelaku tindak
pidana korupsi harus diadili secara adil tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini
mengharuskan system peradilan untuk beroperasi dengan cara yang menghormati hak
asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua pihak.
Pengadilan dan aparat penegak hukum harus menjamin bahwa proses hukum terhadap
pelaku korupsi berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga keadilan
benar-benar ditegakkan.
3) Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Korupsi dapat merusak persatuan dengan menciptakan ketidakpercayaan terhadap
lembaga-lembaga negara dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu,

penegakan hukum harus memperhatikan dampak sosial dari korupsi dan berupaya
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untuk memulihkan serta memperkuat persatuan dan integritas nasional. Strategi
penegakan hukum harus mencakup upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi
dampak sosial dari tindak pidana korupsi, serta memperbaiki sistem yang ada untuk
menghindari terulangnya praktik korupsi.
4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam
pengambilan keputusan. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap korupsi,
prinsip ini berarti bahwa proses hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat dan
dilakukan dengan kebijaksanaan. Pengambilan keputusan dalam kasus korupsi harus
dilakukan secara transparan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan
untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk
kepentingan umum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memantau dan menilai
proses hukum juga merupakan bagian dari penerapan prinsip ini.
5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan perlunya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap korupsi, sila ini menekankan
pentingnya memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman
bagi pelaku tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dan perbaikan
kondisi sosial-ekonomi yang terpengaruh oleh tindak pidana korupsi. Proses hukum
harus memastikan bahwa hasil dari tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara
dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta memperbaiki kesejahteraan dan

keadilan sosial.

Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum Korupsi.

a) Kelemahan Sistem Hukum
Salah satu tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah
kelemahan dalam sistem hukum, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan
integritas dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Reformasi sistem hukum
diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan bahwa

penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara adil dan efektif.
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b) Budaya Korupsi
Korupsi sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya dalam beberapa
konteks sosial, yang membuat penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sulit. Upaya
untuk merubah budaya korupsi memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk
pendidikan publik dan penyuluhan tentang nilai-nilai Pancasila dan dampak negatif

korupsi.

c) Peran Masyarakat
Masyarakat memegang peranan penting dalam implementasi nilai-nilai
Pancasila. Edukasi publik mengenai bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif. Partisipasi
masyarakat dalam memantau dan melaporkan tindak pidana korupsi juga penting

untuk mendukung penegakan hukum.

4. SARAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak
pidana korupsi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, diperlukan sejumlah kebijakan
yang lebih terperinci dan terkoordinasi. Salah satu langkah penting adalah penguatan
pendidikan karakter dan kewarganegaraan, yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan
nilai-nilai Pancasila secara mendalam dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat
dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini harus menekankan pentingnya pemahaman tentang hak
dan kewajiban sebagai warga negara serta nilai-nilai integritas dan kejujuran. Selain itu,
pengembangan program pendidikan non-formal, seperti pelatihan kepemimpinan, kursus etika,
dan kegiatan pengabdian masyarakat, juga diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila

kepada berbagai kelompok masyarakat.

Reformasi sistem hukum yang menyeluruh juga sangat penting, dengan fokus pada
peningkatan transparansi melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Ini bertujuan
untuk mempermudah proses keadilan, penganggaran, dan pengadaan barang serta jasa,
sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Peran lembaga pengawas, baik yang bersifat internal
maupun eksternal, harus diperkuat, dan masyarakat perlu diberikan kewenangan yang lebih

besar untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor tindak
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pidana korupsi harus diperketat, dengan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk

intimidasi atau ancaman terhadap mereka.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga sangat krusial. Untuk itu, perlu ada
pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum,
dengan penekanan pada peningkatan pengetahuan hukum, keterampilan investigasi, serta
pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pemberian remunerasi
yang adil dan kompetitif harus diterapkan untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi di
kalangan aparat tersebut.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga perlu diperhatikan.
Sosialisasi dan edukasi secara luas mengenai bahaya korupsi serta pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi harus digalakkan. Pembentukan forum-forum
masyarakat untuk membahas masalah korupsi dan mengawasi kinerja pemerintah juga perlu
difasilitasi, di samping memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat

dalam melaporkan tindak pidana korupsi dan mengakses informasi publik.

Pencegahan korupsi sejak dini menjadi kunci penting, yang dimulai dengan penguatan
keluarga sebagai institusi pertama dalam pembentukan karakter anak-anak. Pendidikan moral
yang mengajarkan kejujuran dan integritas harus diberikan sejak usia dini. Di sisi lain,
penerapan sistem pengawasan yang efektif di lingkungan kerja sangat penting untuk mencegah

terjadinya praktik korupsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki potensi yang besar
untuk menjadi landasan moral dan etika dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun,
implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi
struktural, kultural, maupun institusional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan
tugas yang kompleks dan membutuhkan kerja keras serta upaya berkelanjutan dari seluruh
elemen bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya

sebagai negara yang bersih, adil, dan makmur.
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